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PEMKOT KENDARI RAIH OPINI WTP KE 11 
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Isi Berita: 

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023. 

Prestasi ini menandai opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut yang berhasil diraih 

Pemerintah Kota Kendari.  

Penghargaan ini diumumkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar di Kantor BPK perwakilan Sultra, 

Rabu (22/5/2024). “Kota Kendari mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap   

Dadek Nandemar dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) 

atas LKPD tahun 2023 yang dihadiri oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup. 

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, yang turut 

menandatangani berita acara bersama kepala daerah lainnya. Selain opini WTP, Kota 

Kendari juga mencatatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tertinggi di 

Sulawesi Tenggara dengan capaian 90,44 persen. Hal ini menunjukkan komitmen kuat 

Pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti temuan BPK dan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
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Dalam kesempatan tersebut, Dadek Nandemar juga memberikan catatan penting terkait 

temuan belanja pegawai, khususnya perjalanan dinas yang masih menjadi masalah umum 

di hampir semua daerah. “Ada kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran, sehingga 

dicarikan di tempat lain, terkadang mendompleng kepentingan pribadi. Jika tidak ada 

tindak lanjut, harus dikembalikan,” ungkapnya. 

Ia juga menyoroti masalah penggunaan aset daerah yang belum tertib, seperti 

belum dilakukan penghapusan aset dan penggunaan kartu aset. Sementara itu, Pj Wali 

Kota Kendari, Muhammad Yusup, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas 

penghargaan yang diterima. “Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua 

pihak di Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Muhammad 

Yusup. 

Sementara Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, juga menyampaikan terima kasih 

kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas kolaborasi yang terjalin selama ini. 

“Terima kasih atas kolaborasi BPK dengan DPRD Kota Kendari. Kami akan 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangan DPRD,” ungkap 

Subhan. Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaian Kota Kendari dalam bidang 

pengelolaan keuangan daerah. Dengan terus mempertahankan opini WTP, Kota Kendari 

membuktikan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, 

dan akuntabel. 

Ke depan, Pemerintah Kota Kendari akan terus berupaya memperbaiki dan 

menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini tidak hanya untuk 

mempertahankan opini WTP, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang 

dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota. 

Selain Kota Kendari, beberapa daerah lain yang menerima LHP LKPD dari BPK RI 

Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan opini WTP antara lain Kolaka Timur, Bombana, 

Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Utara, Wakatobi, dan Kota Baubau. Penyerahan 

dokumen LHP LKPD ini diawali dengan penandatanganan berita acara oleh ketua DPRD 

dan kepala daerah masing-masing. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.rri.co.id/daerah/706886/pemkot-kendari-raih-opini-wtp-ke-11, “Pemkot 

Kendari Raih Opini WTP Ke 11”, tanggal 22 Mei 2024;dan 

2. https://kendariinfo.com/kota-kendari-kembali-terima-opini-wtp-yang-ke-11-secara-

berturut-turut/, “Kota Kendari Kembali Terima Opini WTP yang ke-11 Secara 

Berturut-Turut”, tanggal 23 Mei 2024. 
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Catatan: 

• Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023. 

Prestasi ini menandai opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut yang berhasil 

diraih Pemerintah Kota Kendari. 

• Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada: 

1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  

b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah 

pemeriksaan atas laporan keuangan. 

c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah memuat opini. 

d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat 

lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah 

daerah. 

e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti 

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau 

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan 

hasil pemeriksaan. 

g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 

(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 

h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai 

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di 

bidang kepegawaian. 

j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan 

tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan 

dalam hasil pemeriksaan semester. 

2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 
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b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan 

DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti 

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. 

e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan 

pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 


